
 

 

 

 

 

 
 

BUPATI MANOKWARI 

PROVINSI PAPUA BARAT 

  

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  

NOMOR 70 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

 RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024-2044 

  

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

 BUPATI MANOKWARI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4)  

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum 

Kabupaten Manokwari Tahun 2024-2044; 

    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan 

Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097); 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6697); 

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

SALINAN 



 
 

 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

  7. 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 



 
 

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan 

Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 534); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian 

Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau 

Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan 

Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 752); 

  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154); 

 

MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 

2024-2044. 



 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Manokwari. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. 

6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM 

merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. 

7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Manokwari 

Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah 

dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air 

minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air 

minum untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dibagi dalam beberapa 

tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya 

terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2044. 

8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 

ditentukan berdasarkan aspek administratif. 

9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi 

kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi 

pembangunan baru, peningkatan dan perluasan. 

10. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan 

kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi 

operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, 

serta kelembagaan. 

11. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut 

BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan 

kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Daerah. 

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya 

disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan 

sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa 

daerah kabupaten/kota. 



 
 

 

13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban 

yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam 

Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 

14. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai 

penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan 

sambungan individual maupun komunal. 

15. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya 

disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha 

penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan 

SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya. 

16. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. 

 

 

BAB II 

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  

TAHUN 2024-2044 

 

Pasal 2 

(1) Rencana Induk SPAM merupakan dokumen induk Rencana Pengembangan 

SPAM yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi 

pembangunan Daerah. 

(2) Rencana Induk SPAM berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, 

Penyelenggara SPAM, dan para ahli dalam perencanaan pengembangan 

SPAM di Daerah. 

(3) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 

5 (lima) tahun sekali. 

 

Pasal 3 

(1) Rencana Induk SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 a. Bab I Pendahuluan; 

 b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Manokwari; 

 c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Manokwari; 

 d. Bab IV Standar dan Kriteria Perencanaan; 

 e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air; 

 f. Bab VI Potensi Air Baku; 

 g. Bab VII Rencana Induk dan Pengembangan SPAM; 

 h. Bab VIII Analisis Keuangan; dan 

 i. Bab IX Kelembagaan Pengembangan SPAM. 

(2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Manokwari. 

 

Ditetapkan di Manokwari  

pada tanggal 6 Mei 2024 

BUPATI MANOKWARI  

 

   CAP/TTD 

 

HERMUS INDOU 

 

 

Diundangkan di Manokwari  

pada tanggal 6 Mei 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  

 

   CAP/TTD 

 

HENRI SEMBIRING 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 70 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 

 
FAUZIAH DARISE 

PENATA TK.I 
NIP. 196911272009042001 

 

 

 

 

 

 

 

 


